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Sejumlah Kecamatan Bentuk Bumdes

PARIMO - Salah satu keca-
matan di Kabupaten Parimo
yakni Kecamatan Mepanga,
mulai membentuk  Badan
Usaha Milik Desa (Bumdes).
Pembentukan Bumdes tersebut
guna mewadahi aktivitas per-
ekonomian masyarakat di desa.

Camat Mepanga, Asmadi
SH menuturkan, pembentu-
kan Bumdes di setiap desa di
Kecamatan - Mepanga, dire-
spons postif pemerintah desa.
Dibentuknya Bumdes tersebut
di Mepanga, karena wilayah
itu memiliki Sumber Daya
Alam (SDA) yang melimpah.
Beberapa diantaranya, kelapa
dan padi.

Iamenjelaskan, di Kecamatan
Mepanga, jumlah desa yang
sudah membentuk Bumdes
sebanyak 18 desa. Dengan

demikian, kecamatan itu di-
harapkan bisa menjadi wilayah

percontohan dalam pengem-

bangan Bumdes.

Terkait dengan pembentu-
kan Bumdes, menurutnya telah
sesuai dengan amanat Pasal 213
Undang-undang Nomor 32 ta-
hun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. Desa dapat mendiri-
kan badan usaha milik desa
(BUMDes) guna mewadahi ak-
tivitas perekonomian masyara-
kat desa.

“Dengan demikian Bumdes
merupakan  payung  bagi
semua- kegiatan ekonomi di
desa. Artinya dapat mewada-
hi semua aktivitas ekonomi
desa,”tandasnya.

Tidak hanya itu, dalam
Peraturan Pemerintah Nomor
72 tahun 2005 tentang Desa,

mengenai BUMDes disebutkan
bahwa. lembaga ini berbadan
hukum. Ia selayaknya dibentuk
sesuai potensi masyarakat desa.
Adapun persyaratannya, dalam
Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri Nomor 39 tahun 2010
tentang Badan Usaha Milik
Desa. Pendirian BUMDes ad-
anya anggaran dasar dan ang-
garan rumah tangga. “Kedua
dokumen ini akan mendasa-
1i kelahiran badan usaha milik
desa,"terangnya.

Lanjut Asmadi, sehingga tidak
akan menjadi salah satu lem-
baga yang tidak diakui. Karena
Bumdes berlandaskan hukum,
Lembaga yang di dirikan telah
mengatur setiap usaha yang be-
rada di desa tersebut agar tidak
disalah gunakan dalam penge-
lolaannya. (iwn)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




